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KISPUTUSAN

KEEPALA PELARSANA TFADAN PENANQGUEANGAN BENCANA DAERATT KOTA SOLOK

NOMOR 400, 10 PATIUN 2010

TENTANG

PANGGHAN DARURAT 112

PADA BADAN PENANGGUELANGAN BENCANA DAERATT KOTA SOLOK

Mentmbang,

Menpingat

i Bahwa Rota sololk merapalian daerah denpan potensi

beneana yang, cukup  tnggel, Karenn Kota Solok
merupakon salah satu dacrah yang dilalui oleh jalur
patahan semangknog

Bahwa masih hanyak masyarakat Kota Solok yang, tidak
tah tentang potensi beneana yang ada di Kota Solok;
Bahwa  masyarakal - Kotao Solok  masih - menpalami
kesulitan dalaom melaporkan bencana yang terjadi, Hal
ini karena banyak dari masyarakat yang tidak tau
Kemana harus melaporkan kejadian atau bencana
Bahwa berdasarkan pertimbangan sehapaimana
dimaksud  hural o, b dan ¢ perlu  menetapkan
Keputusan Kepala Pelnksana tentang  penctapan
Pangpilan Dararat 112 BPBD Kota Solok;

Undang -~ undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang
Pembentkan  Daerah Otonom  Kota Keeil  dalam
Lingkungan  Daerali - Propinsi  Sumatera  Tengah
(Lembaran  Negaran Republik  Indonesia Tahun 1956
Nomorl9)

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah - Dacrah,  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia - Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negaran Republik  Indonesia omor  5587)
schagaimaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaha Kedua Atas Undang - undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahn Dacrah - (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor

5679)
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulanga Becana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42} ;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan
Kotamadya Payakumbuh dan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-
Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulagan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tetang Pedoman

Pembentukan Badan Penangglangan Bencana Daerah ;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU Panggilan 112 merupakan panggilan darurat kebencaan

yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Solok
dan panggilan ini merupakan panggilan bebas pulsa;
KEDUA : Menetapkan 112 sebagai panggilan darurat kebencanaan
yang ada di Kota Solok;
KETIGA Menunjuk Admin sebagai Pengelola dan Penanggung jawab
atas Panggilan Darurat Kebencanaan 112 untuk Pelaporan
Kebencanaan di Kota Solok;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Solok
Pada t 2019

RLAKSANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Balitbang Kota Solok
3. Arsip
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